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Received [20 Maret 2026] Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan
Revised [26 April 2026] kemiskinan di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat. Penelitian
Accepted [30 April 2026] dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya jumlah penerima dan nilai bantuan PKH selama

periode 2015-2024, namun penurunan kemiskinan cenderung stagnan. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam terhadap 12 informan yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat
Family Hope Program (PKH), (KPM), pendamping PKH, dan aparatur kelurahan, serta didukung observasi dan dokumentasi.
Poverty Reduction, Policy Hasil peneliian menunjukkan bahwa implementasi PKH menghadapi berbagai hambatan
Implementation, Street-Level struktural, seperti kesalahan penargetan, keterbatasan akses layanan, tingginya beban kerja
Bureaucracy, Conditional Cash  pendamping, lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya
Transfer, Indonesia, Qualitative ~ kewenangan pendamping. Meskipun PKH efektif sebagai bantuan jangka pendek atau social
Research. safety net, program ini belum mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

o ) Penelitian menyimpulkan bahwa PKH belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan
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@ @@ This study examines the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in reducing

[N’ By _SA | poverty in Sei Bilah Village, Sei Lepan District, Langkat Regency. The study was motivated by
the paradox that despite a significant increase in PKH beneficiaries and assistance value during
2015-2024, poverty reduction remained stagnant. This research used a qualitative approach
with an interpretive paradigm. Data were collected through in-depth interviews with 12
informants consisting of PKH beneficiaries, PKH facilitators, and village officials, supported by
observation and documentation. The findings reveal that PKH implementation faces several
structural obstacles, including targeting errors, limited access to services, excessive facilitator
workload, weak inter-agency coordination, inadequate infrastructure, and limited authority of
facilitators. Although PKH functions effectively as a short-term social safety net, it has not
significantly encouraged long-term economic independence. The study concludes that PKH has
not been fully effective in reducing poverty sustainably in Sei Bilah Village.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang mengadopsi
konsep conditional cash transfer seperti Bolsa Familia di Brasil dan Oportunidades di Meksiko. Program
ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan kewajiban pada bidang
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial agar tercipta perubahan perilaku dan kemandirian
ekonomi jangka panjang. Hingga tahun 2024, PKH telah menjangkau lebih dari 10 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran mencapai Rp 37,2 triliun, sehingga menjadi salah satu
program perlindungan sosial terbesar di Asia Tenggara.

Secara nasional, PKH berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dari 11,22% pada
tahun 2016 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Namun, efektivitas program tidak merata di setiap daerah.
Di Kabupaten Langkat, jumlah penerima PKH meningkat dari 12.487 KPM pada tahun 2015 menjadi
21.002 KPM pada tahun 2024, disertai peningkatan nilai bantuan. Akan tetapi, tingkat kemiskinan hanya
turun dari 11,32% menjadi 9,46%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara
peningkatan bantuan dan hasil pengurangan kemiskinan di tingkat lokal.

Journal of Management, Economic, and Accounting, Vol. 5 No. 2 April 2026 page: 1277 — 1294| 1277


mailto:kiranazakyr@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

e-ISSN : 2962-4134

Tabel 1. Perkembangan PKH dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Langkat Tahun 2015-2024

Rata-rata Nilai Tingkat Sl
VLG S D (A LG Bantuan/Tahun (Rp) Kemiskinan (%) Pe,\?glli?nw
2015 12.487 1.890.000 11,32 112.340
2016 13.245 2.100.000 11,05 110.125
2017 14.892 2.200.000 10,78 108.450
2018 16.234 2.400.000 10,52 106.890
2019 17.456 2.550.000 10,28 105.120
2020 18.890 2.750.000 10,15 104.230
2021 19.567 3.000.000 9,89 102.145
2022 20.123 3.200.000 9,65 100.567
2023 20.678 3.350.000 9,54 99.890
2024 21.002 3.500.000 9,46 99.234

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Langkat (2024); BPS Kabupaten Langkat (2024), diolah, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1. dapat diidentifikasi adanya fenomena paradoks dalam
pelaksanaan PKH di Kabupaten Langkat. Peningkatan jumlah penerima manfaat dan besaran bantuan
yang sangat signifikan tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan yang proporsional. Secara kuantitatif,
kenaikan jumlah KPM sebesar 68,2% dan peningkatan nilai bantuan per keluarga sebesar 85,2% hanya
berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,86 poin persentase. Dengan kata lain, setiap
peningkatan 1% jumlah penerima PKH hanya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,027
poin persentase. Jika ditinjau dari perspektif efektivitas, peningkatan input program sebesar 68,2% hanya
menghasilkan penurunan kemiskinan sekitar 16,4% dibandingkan kondisi awal tahun 2015, yang
menunjukkan bahwa tingkat efisiensi program relatif rendah, yakni sekitar 24%. Ketidakseimbangan ini
mengindikasikan bahwa ekspansi program belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak yang
sebanding, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaktepatan sasaran
penerima, keterbatasan kecukupan manfaat bantuan, serta adanya faktor struktural dan kondisi sosial
ekonomi lokal yang turut memengaruhi dinamika kemiskinan (Alatas et al., 2016; Bastagli et al., 2016).
Temuan ini sejalan dengan hasil evaluasi program bantuan sosial bersyarat di berbagai negara
berkembang yang menegaskan bahwa keberhasilan program CCT tidak hanya ditentukan oleh besaran
anggaran dan cakupan penerima, tetapi juga oleh ketepatan targeting, kualitas implementasi, tingkat
kepatuhan penerima terhadap persyaratan program, serta konteks ekonomi dan sosial di wilayah
pelaksanaan (Fiszbein & Schady, 2009; Handa et al., 2018).

Tabel 2 Perkembangan PKH dan Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Sei Bilah Tahun 2015-2024

Jumlah KPM Rata-rata Nilai 'I_'ingkat Piﬁ;ndzzk
PKH Bantuan/Tahun (Rp) Kemiskinan (%) Miskin
2015 234 1.890.000 14,2 987
2016 267 2.100.000 13,9 968
2017 298 2.200.000 13,6 951
2018 334 2.400.000 13,4 940
2019 368 2.550.000 13,2 929
2020 401 2.750.000 13,1 924
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2021 429 3.000.000 12,9 913
2022 456 3.200.000 12,9 915
2023 472 3.350.000 12,8 909
2024 487 3.500.000 12,8 911

Sumber: Pendamping PKH Kelurahan Sei Bilah (2025); Profil Kelurahan Sei Bilah (2025), diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sei
Bilah selama periode 2015-2024 belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Jumlah
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat sebesar 108,1%, dari 234 KPM pada tahun 2015 menjadi
487 KPM pada tahun 2024. Selain itu, nilai bantuan rata-rata per keluarga juga meningkat sebesar
85,2%. Namun, peningkatan tersebut hanya diikuti penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,4 poin
persentase, yaitu dari 14,2% menjadi 12,8% dalam sembilan tahun. Pada periode 2021-2024, tingkat
kemiskinan bahkan cenderung stagnan pada kisaran 12,8—12,9%, meskipun jumlah penerima PKH terus
bertambah sekitar 13,5%. Jumlah penduduk miskin juga mengalami fluktuasi yang tidak
konsisten.Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH belum sepenuhnya mampu menciptakan dampak
transformatif dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan di tingkat kelurahan. Fenomena tersebut
mengindikasikan adanya kemiskinan kronis dan poverty trap yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui
bantuan tunai bersyarat, tetapi memerlukan dukungan lain seperti penciptaan lapangan kerja, akses
permodalan usaha, dan penguatan infrastruktur ekonomi lokal.

Perbandingan antara tingkat kabupaten dan kelurahan juga memperlihatkan adanya perbedaan
efektivitas program. Di tingkat Kabupaten Langkat, penurunan kemiskinan sebesar 1,86 poin persentase
dicapai melalui peningkatan penerima PKH sebesar 68,2%. Sementara itu, di Kelurahan Sei Bilah,
penurunan kemiskinan sebesar 1,4 poin justru membutuhkan peningkatan penerima hingga 108,1%. Hal
ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH di Kelurahan Sei Bilah relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata
kabupaten.Selain itu, belum terdapat penelitian empiris yang secara khusus menguji pengaruh jumlah
penerima PKH dan besaran bantuan terhadap tingkat kemiskinan di tingkat kelurahan menggunakan data
time series. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat deskriptif dan kualitatif sehingga belum
mampu mengukur besaran pengaruh masing-masing variabel secara kuantitatif. Padahal, informasi
tersebut penting untuk menentukan apakah kebijakan PKH sebaiknya difokuskan pada perluasan jumlah
penerima, peningkatan nilai bantuan, atau kombinasi keduanya.Penelitian ini penting karena dapat
menjadi dasar evaluasi kebijakan PKH agar penggunaan anggaran yang besar benar-benar efektif dalam
menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam
memperbaiki penetapan sasaran penerima, meningkatkan kualitas pendampingan, dan mengoptimalkan
strategi pengalokasian bantuan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Program Keluarga Harapan sebagai Bantuan Sosial Bersyarat

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat (conditional
cash transfer) yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan melalui pemenuhan kewajiban di bidang
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2024; World Bank, 2020).
Skema bantuan bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumsi jangka
pendek, tetapi juga sebagai mekanisme investasi jangka panjang pada modal manusia (human capital)
rumah tangga miskin (Gertler et al., 2021; Bastagli et al., 2021). Efektivitas program bantuan bersyarat
sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, kecukupan nilai manfaat, serta tingkat kepatuhan
terhadap persyaratan program yang ditetapkan (World Bank, 2020; Handa et al., 2022).

Teori Implementasi Kebijakan Sosial

Teori implementasi kebijakan sosial menekankan bahwa keberhasilan suatu program publik tidak
hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh proses pelaksanaan di tingkat
operasional (Hill & Hupe, 2021). Dalam konteks PKH, implementasi kebijakan mencakup mekanisme
pendataan dan penetapan sasaran, penyaluran bantuan, koordinasi antaraktor, serta peran pendamping
sebagai pelaksana kebijakan tingkat bawah (Kementerian Sosial RI, 2024; Lipsky, 2020). Perbedaan
kualitas implementasi di tingkat lokal menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan variasi capaian
PKH antarwilayah meskipun kerangka kebijakan nasional bersifat seragam (Suryahadi et al., 2020;
Dartanto & Nurkholis, 2021).
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Teori Kesenjangan Kebijakan

Teori kesenjangan kebijakan menjelaskan adanya perbedaan antara tujuan normatif kebijakan dan
realitas implementasinya di lapangan akibat keterbatasan institusional, kapasitas pelaksana, maupun
konteks sosial ekonomi lokal (Hill & Hupe, 2021). Dalam program perlindungan sosial, kesenjangan
tersebut dapat muncul dalam bentuk ketidaktepatan targeting, rendahnya efektivitas pendampingan,
serta keterbatasan daya dorong bantuan terhadap perubahan struktural kemiskinan (World Bank, 2020;
Bastagli et al., 2021). Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan mengapa peningkatan anggaran dan
cakupan PKH tidak selalu menghasilkan penurunan kemiskinan yang proporsional di tingkat lokal
(Dartanto et al., 2020; Bappenas, 2024).

Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Kemiskinan

Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman subjektif keluarga penerima
manfaat dalam berinteraksi dengan program bantuan sosial (Creswell & Poth, 2021). Perspektif ini
memandang penerima PKH sebagai aktor sosial yang memiliki persepsi, strategi adaptasi, dan makna
tersendiri terhadap bantuan yang diterima (Cahyadi et al., 2020; Handa et al., 2022). Pemahaman atas
pengalaman KPM menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana bantuan dimanfaatkan dalam
kehidupan sehari-hari serta sejauh mana program mampu mendorong perubahan perilaku dan
kesejahteraan secara berkelanjutan (World Bank, 2020; Kemensos RI, 2024).

Faktor Kontekstual Lokal dan Dinamika Sosial

Efektivitas program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual lokal,
seperti kondisi ekonomi wilayah, struktur kesempatan kerja, norma sosial, serta akses terhadap layanan
dasar (Barrett & Carter, 2021). Selain itu, dinamika sosial komunitas, termasuk relasi sosial dan praktik
kolektif masyarakat, turut memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan program bantuan sosial (Gertler
et al., 2021; Suryahadi et al., 2020). Oleh karena itu, analisis efektivitas PKH perlu mempertimbangkan
interaksi antara kebijakan nasional dan karakteristik sosial ekonomi lokal tempat program
diimplementasikan (Bappenas, 2024; World Bank, 2020).

Integrasi Perspektif Teoretis

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, efektivitas PKH di tingkat kelurahan dipahami sebagai
hasil interaksi antara kualitas implementasi kebijakan, pengalaman keluarga penerima manfaat, praktik
pendampingan, serta faktor kontekstual dan dinamika sosial lokal (Hill & Hupe, 2021; Kemensos R,
2024). Pendekatan integratif ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan
variasi dan stagnasi capaian PKH di wilayah tertentu meskipun dukungan anggaran dan cakupan
program terus meningkat (World Bank, 2020; Bappenas, 2024).

‘KEMNGKA TEORI PENELITIAN TERDAHULU # KELOMPOK KAJIAN
* Teor i © Implementasi P

Siregar (2022)
Persepsi Penerimo PKH

Silaban (2023)

Integrasi
Lima Dimensi Kaijan

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian 2026, Sumber: Peneliti, 2026

Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)
melalui pendekatan yang integratif dengan menggabungkan teori, penelitian terdahulu, dan kajian
empiris. Penelitian didasarkan pada teori implementasi program sosial, kesenjangan kebijakan, dan
pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman KPM. Fokus kajian mencakup lima dimensi
utama, yaitu implementasi PKH, pengalaman penerima manfaat, praktik pendampingan, faktor
kontekstual lokal, dan dinamika sosial komunitas. Hasil sintesis menunjukkan bahwa efektivitas PKH
tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara pelaksanaan
kebijakan, pengalaman KPM, kualitas pendampingan, kondisi lokal, dan hubungan sosial masyarakat di
tingkat kelurahan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif untuk memahami
secara mendalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta pengalaman para penerima
manfaat di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan
yang terdiri dari 8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 2 pendamping PKH, dan 2 aparatur kelurahan
yang dianggap memahami pelaksanaan program. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi
lapangan untuk melihat kondisi sosial masyarakat serta studi dokumentasi guna melengkapi data
penelitian. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan
mempertimbangkan variasi pengalaman, peran, dan karakteristik informan terhadap program PKH. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang
meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Untuk
menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode agar hasil
penelitian lebih valid dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Proses dan Mekanisme Implementasi PKH di Kelurahan Sei Bilah

Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sei Bilah melibatkan serangkaian tahapan
yang kompleks mulai dari pendataan, verifikasi, pencairan bantuan, hingga monitoring kepatuhan
kondisionalitas. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pendamping PKH dan aparatur kelurahan,
proses implementasi PKH di tingkat kelurahan tidak selalu berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial, melainkan mengalami berbagai modifikasi dan penyesuaian dengan
kondisi lokal (Lipsky, 2010; Hill & Hupe, 2014).

Mekanisme Targeting dan Pendataan KPM

Proses targeting atau penentuan keluarga yang berhak menerima PKH dimulai dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Namun, dalam praktiknya di
Kelurahan Sei Bilah, mekanisme targeting menghadapi beberapa permasalahan mendasar. Pendamping
PKH PDPG-01 menjelaskan:

"Masalah utama kami itu di data awal. DTKS yang dikirim dari pusat itu sering tidak update. Ada
keluarga yang seharusnya sudah tidak miskin masih masuk, sementara yang benar-benar miskin malah
tidak terdaftar. Kami sebagai pendamping harus melakukan verifikasi ulang di lapangan, dan ini
memakan waktu yang lama." (Wawancara dengan PDPG-01, 15 Januari 2026). Temuan ini sejalan
dengan penelitian Alatas et al. (2012) yang menemukan bahwa targeting error dalam program bantuan
sosial di Indonesia cukup tinggi, dengan tingkat inclusion error (keluarga tidak miskin yang menerima
bantuan) mencapai 35-40% dan exclusion error (keluarga miskin yang tidak menerima bantuan)
mencapai 30-35%.

Dalam konteks Kelurahan Sei Bilah, PDPG-02 mengidentifikasi bahwa sekitar 25-30% KPM yang
terdaftar aktual adalah keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik namun sulit untuk dikeluarkan
dari program karena sistem pemutakhiran data yang lambat: "Misalnya ada KPM yang sudah punya
usaha warung yang lumayan, atau suaminya sudah jadi karyawan tetap di perusahaan sawit, tapi karena
di sistem masih terdaftar sebagai KPM, ya mereka masih dapat. Padahal ada keluarga lain yang lebih
membutuhkan tapi tidak terdaftar." (Wawancara dengan PDPG-02, 16 Januari 2026). Aparatur Kelurahan
APR-02 menambahkan bahwa proses verifikasi dan validasi data (verval) yang seharusnya melibatkan
perangkat kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) sering kali tidak berjalan optimal
karena keterbatasan waktu dan minimnya insentif bagi perangkat RT/RW untuk melakukan pendataan
yang akurat: "Kami dari kelurahan sebenarnya punya data yang lebih update tentang kondisi warga, tapi
masalahnya sistem PKH itu sentralistik.

Data dari pusat sudah fix, kita hanya diminta untuk konfirmasi. Kalau mau mengusulkan
perubahan, prosedurnya panjang dan sering tidak ada follow up dari Dinsos." (Wawancara dengan APR-
02, 18 Januari 2026). Permasalahan targeting ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang
didesain secara sentralistik dengan realitas implementasi di tingkat lokal, sebagaimana dijelaskan oleh
teori implementasi kebijakan top-down versus bottom-up (Sabatier, 1986; Hjern, 1982). Dalam
pendekatan top-down, asumsinya adalah bahwa data dan kebijakan yang dirancang di tingkat pusat
dapat diimplementasikan dengan faithful oleh implementor di tingkat bawah. Namun, realitas di
Kelurahan Sei Bilah menunjukkan bahwa pendamping PKH dan aparatur kelurahan sebagai street-level
bureaucrats harus melakukan berbagai penyesuaian dan improvisasi untuk mengatasi ketidaksesuaian
antara data DTKS dengan kondisi faktual di lapangan (Lipsky, 1980; 2010).
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Proses Pencairan dan Distribusi Bantuan

Proses pencairan bantuan PKH di Kelurahan Sei Bilah dilakukan secara triwulanan (empat kali
dalam setahun) melalui mekanisme non-tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat
digunakan di bank atau agen bank penyalur (Kementerian Sosial RI, 2024). Meskipun secara teknis
mekanisme pencairan telah terdigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran,
dalam praktiknya KPM di Kelurahan Sei Bilah menghadapi berbagai kendala dalam mengakses bantuan
mereka. KPM-03 yang telah menerima PKH selama 8 tahun menjelaskan kesulitan yang sering dihadapi
dalam proses pencairan: "Kalau mau ambil uang PKH, saya harus ke Tembung (ibu kota kecamatan)
karena di sini tidak ada agen yang melayani. Ongkos ojek pulang-pergi Rp 40.000, belum lagi harus antre
lama. Kadang saya ambil bantuan telat sebulan-dua bulan karena tidak ada ongkos untuk ke sana.”
(Wawancara dengan KPM-03, 20 Januari 2026). Permasalahan akses geografis dan biaya transportasi
ini juga disampaikan oleh KPM lain. KPM-06 bahkan harus meminjam uang untuk ongkos ketika akan
mengambil bantuan PKH: "lronis ya, mau ambil uang bantuan harus pinjam dulu uang ongkos. Tapi kalau
tidak diambil, nanti hangus katanya. Jadi ya terpaksa." (Wawancara dengan KPM-06, 21 Januari 2026).
Temuan ini mengkonfirmasi studi oleh Sumarto & Bazzi (2011) yang menemukan bahwa meskipun
program bantuan sosial di Indonesia telah mengadopsi mekanisme distribusi yang lebih modern, kendala
geografis dan biaya transaksi (transaction costs) tetap menjadi hambatan signifikan bagi penerima
manfaat di daerah terpencil atau rural areas. Biaya transportasi untuk mengakses lokasi pencairan yang
jauh dapat mengikis nilai bantuan yang diterima, terutama bagi keluarga dengan pendapatan harian yang
sangat terbatas (Fiszbein & Schady, 2009). Pendamping PKH PDPG-01 menyadari permasalahan ini
namun mengakui keterbatasan mereka dalam menyelesaikannya: "Kami sudah berkali-kali mengusulkan
ke Dinsos agar ada agen pencairan di kelurahan atau minimal di kecamatan yang lebih dekat. Tapi
katanya itu tergantung kebijakan bank penyalur. Kami hanya bisa koordinasi jadwal pencairan agar KPM
bisa pergi rame-rame, jadi bisa patungan ongkos. Tapi ya tetap saja memberatkan mereka." (Wawancara
dengan PDPG-01, 15 Januari 2026). Pernyataan ini mencerminkan keterbatasan discretion yang dimiliki
oleh street-level bureaucrats dalam menghadapi masalah struktural yang berada di luar kewenangan
mereka (Lipsky, 2010; Tummers & Bekkers, 2014). Meskipun pendamping PKH memiliki pengetahuan
langsung tentang hambatan yang dihadapi KPM, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengubah
mekanisme distribusi yang telah ditetapkan oleh kebijakan di tingkat pusat. Selain masalah akses
geografis, beberapa KPM juga melaporkan adanya keterlambatan pencairan bantuan. KPM-05
menyatakan: "Pernah waktu itu bantuan terlambat hampir dua bulan. Kami tidak tahu kenapa, tidak ada
pemberitahuan. Akhirnya saya tanya ke Bu Pendamping, katanya ada masalah teknis di sistem. Tapi dua
bulan itu lama, Pak. Anak-anak butuh makan setiap hari." (Wawancara dengan KPM-05, 20 Januari
2026). Ketidakpastian jadwal pencairan ini mengurangi efektivitas PKH sebagai safety net bagi keluarga
miskin, karena mereka tidak dapat mengandalkan bantuan tersebut untuk perencanaan konsumsi atau
investasi jangka pendek (Bastagli et al., 2016). Keterlambatan pencairan dapat memaksa keluarga untuk
melakukan coping strategies yang kontraproduktif, seperti berhutang dengan bunga tinggi kepada
rentenir atau mengurangi konsumsi makanan bergizi (Sumarto & Bazzi, 2011).

Verifikasi Kepatuhan Kondisionalitas

Kondisionalitas merupakan elemen kunci yang membedakan PKH dari program bantuan sosial
unconditional. Keluarga penerima manfaat diwajibkan untuk memenuhi komitmen di bidang kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima (Fiszbein &
Schady, 2009; Kementerian Sosial RI, 2024). Namun, dalam praktiknya di Kelurahan Sei Bilah, verifikasi
kepatuhan kondisionalitas menghadapi berbagai tantangan teknis dan struktural. Pendamping PKH
PDPG-02 menjelaskan bahwa verifikasi kepatuhan kondisionalitas kesehatan dilakukan melalui
koordinasi dengan Posyandu dan Puskesmas Pembantu: "Setiap bulan kami harus mendapatkan data
dari Posyandu tentang KPM yang membawa anaknya untuk ditimbang atau ibu hamil yang periksa. Tapi
koordinasinya tidak selalu lancar. Kadang data dari Posyandu tidak lengkap, atau terlambat. Kami juga
harus cross-check manual dengan mendatangi KPM satu per satu." (Wawancara dengan PDPG-02, 16
Januari 2026). Untuk kondisionalitas pendidikan, verifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan sekolah-
sekolah tempat anak-anak KPM bersekolah. Namun, PDPG-01 mengidentifikasi bahwa tidak semua
sekolah kooperatif dalam menyediakan data kehadiran siswa secara rutin: "Ada beberapa sekolah yang
sangat membantu, setiap bulan mengirimkan data kehadiran siswa penerima PKH. Tapi ada juga yang
harus kami datangi berkali-kali baru mau kasih data. Guru-guru juga sibuk dengan tugas mereka sendiri,
jadi kadang data kehadiran PKH ini bukan prioritas mereka." (Wawancara dengan PDPG-01, 15 Januari
2026). Permasalahan koordinasi antar-lembaga ini mencerminkan salah satu tantangan utama dalam
implementasi kebijakan publik yang melibatkan multiple stakeholders dengan prioritas dan insentif yang
berbeda-beda (Edwards Ill, 1980; Hill & Hupe, 2014). Pendamping PKH sebagai koordinator di tingkat
grassroots tidak memiliki kewenangan formal untuk memerintahkan atau mengontrol kinerja tenaga
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kesehatan di Posyandu atau guru di sekolah, sehingga keberhasilan koordinasi sangat bergantung pada
hubungan personal dan goodwill dari pihak-pihak terkait (Lipsky, 2010). Lebih fundamental lagi, terdapat
kesenjangan antara kondisionalitas yang ditetapkan dalam pedoman dengan kapasitas penyedia layanan
di tingkat lokal untuk memenuhi kondisionalitas tersebut. Beberapa KPM melaporkan kesulitan dalam
memenuhi kondisionalitas bukan karena ketidakmauan, melainkan karena keterbatasan akses terhadap
layanan. KPM-04 menjelaskan: "Anak saya yang SMP sekolahnya jauh, kadang hujan deras jalan becek,
susah untuk berangkat. Tapi kalau tidak masuk terus, nanti dibilang tidak patuh sama syarat PKH.
Padahal bukan malas, tapi jalannya memang susah." (Wawancara dengan KPM-04, 21 Januari 2026).
KPM-07 dengan anak balita menambahkan kendala untuk memenuhi kondisionalitas kesehatan:

"Posyandu tempatnya agak jauh dari rumah saya. Kalau saya bawa anak jalan kaki, capek. Kalau
naik ojek, kan butuh uang. Jadi kadang-kadang saja saya bawa ke Posyandu, tidak setiap bulan."
(Wawancara dengan KPM-07, 22 Januari 2026). Temuan ini sejalan dengan studi oleh Cahyadi et al.
(2020) dan TNP2K (2021) yang menemukan bahwa efektivitas kondisionalitas dalam program CCT
sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas layanan yang diakseskan. Jika akses terhadap
layanan kesehatan dan pendidikan terbatas karena faktor geografis, infrastruktur, atau biaya transportasi,
maka kondisionalitas dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin alih-alih mendorong investasi
pada human capital (Fiszbein & Schady, 2009).

Hambatan Struktural dalam Implementasi PKH

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara dengan ketiga kelompok informan serta observasi
lapangan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan struktural utama dalam implementasi PKH
di Kelurahan Sei Bilah: Pertama, beban kerja pendamping PKH yang tidak proporsional. Dengan rasio 1
pendamping untuk lebih dari 240 KPM, pendamping PKH kesulitan untuk memberikan pendampingan
intensif dan monitoring yang memadai (Lipsky, 2010). PDPG-02 menjelaskan: "ldealnya satu
pendamping itu maksimal 200 KPM. Tapi kami di sini sudah 243-244 KPM. Kami harus melakukan home
visit, verifikasi kondisionalitas, entry data, koordinasi dengan Posyandu dan sekolah, menghadiri
pertemuan di Dinsos, dan masih banyak lagi. Kami manusia biasa, ada batasnya." (Wawancara dengan
PDPG-02, 16 Januari 2026). Keterbatasan kapasitas pendamping ini memaksa mereka untuk melakukan
simplifikasi tugas dan kategorisasi KPM, sebagaimana dijelaskan oleh teori street-level bureaucracy
(Lipsky, 1980; 2010). Pendamping cenderung memberikan perhatian lebih intensif kepada KPM yang
dianggap "bermasalah" atau "kurang patuh”, sementara KPM yang dinilai "patuh" mendapatkan
monitoring minimal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendampingan. Kedua,
infrastruktur layanan dasar yang terbatas. Kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pendidikan di
Kelurahan Sei Bilah masih jauh dari memadai (Pemerintah Kelurahan Sei Bilah, 2024). Aparatur
Kelurahan APR-01 menyatakan: "PKH itu program yang bagus, tapi kalau infrastruktur di sini tidak
diperbaiki, ya susah efektif. Jalan rusak, Posyandu cuma satu dan fasilitasnya minim, tidak ada SMA,
transportasi umum jarang. Bagaimana mau dorong anak sekolah kalau aksesnya susah?" (Wawancara
dengan APR-01, 18 Januari 2026). Temuan ini mengkonfirmasi argumen Molyneaux et al. (2021) bahwa
efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada konteks lokal, khususnya ketersediaan dan
kualitas infrastruktur pelayanan dasar. Kondisionalitas yang dirancang dengan asumsi bahwa layanan
kesehatan dan pendidikan berkualitas tersedia dan mudah diakses, menjadi tidak realistis dalam konteks
wilayah dengan infrastruktur terbatas. Ketiga, keterbatasan koordinasi multi-stakeholder. Implementasi
PKH memerlukan koordinasi yang erat antara pendamping PKH, perangkat kelurahan, tenaga
kesehatan, guru, dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten (Kementerian Sosial RI, 2024). Namun,
koordinasi ini sering terhambat oleh perbedaan prioritas, sistem insentif, dan struktur birokrasi yang
berbeda (Hill & Hupe, 2014). APR-02 menjelaskan: "Masing-masing lembaga punya tupoksi sendiri-
sendiri. Guru fokus mengajar, nakes fokus pelayanan kesehatan. PKH ini bagi mereka adalah tugas
tambahan yang tidak ada imbalan khusus. Jadi ya wajar kalau tidak selalu responsif." (Wawancara
dengan APR-02, 18 Januari 2026). Permasalahan koordinasi ini mencerminkan apa yang oleh Edwards
[l (1980) disebut sebagai fragmentasi tanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik. Ketika suatu
program memerlukan kerjasama antar-lembaga yang tidak memiliki hubungan hierarkis, maka koordinasi
menjadi sangat bergantung pada komunikasi informal dan hubungan personal, yang tidak sustainable
dan rentan terhadap pergantian personel.

Pengalaman dan Persepsi Keluarga Penerima Manfaat terhadap PKH

Bagian ini menyajikan temuan penelitian tentang bagaimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
mengalami, memaknai, dan memanfaatkan bantuan PKH dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Berdasarkan wawancara mendalam dengan 8 KPM, penelitian ini menemukan bahwa pengalaman KPM
terhadap PKH sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk komposisi
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keluarga, sumber pendapatan, tingkat pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar (Sumarto & Bazzi,
2011; Cahyadi et al., 2020).

Persepsi KPM tentang Manfaat PKH

Secara umum, seluruh KPM yang diwawancarai mengakui bahwa bantuan PKH memberikan
manfaat ekonomi jangka pendek dengan membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar keluarga.
KPM-01 yang telah menerima PKH selama 7 tahun menyatakan: "Alhamdulillah dengan adanya PKH ini
sangat membantu kami. Uangnya kami pakai untuk beli beras, lauk-pauk, kadang beli baju untuk anak-
anak sekolah. Kalau tidak ada PKH, kami lebih susah lagi." (Wawancara dengan KPM-01, 19 Januari
2026). Namun, ketika ditanya lebih mendalam tentang apakah bantuan PKH membawa perubahan
signifikan pada kondisi ekonomi keluarga dalam jangka panjang, mayoritas KPM memberikan jawaban
yang lebih skeptis. KPM-03 menjelaskan: "Kalau ditanya apakah kondisi ekonomi kami membaik sejak
dapat PKH, ya saya bilang tidak terlalu jauh berbeda. Kami tetap saja susah. Uang PKH itu hanya cukup
untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, tapi tidak cukup untuk mengubah kehidupan kami secara
mendasar." (Wawancara dengan KPM-03, 20 Januari 2026). Temuan ini sejalan dengan studi evaluasi
PKH oleh Alatas et al. (2016) yang menemukan bahwa meskipun PKH efektif dalam meningkatkan
konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek (sekitar 4-5%), dampaknya terhadap perubahan struktural
kondisi ekonomi keluarga masih terbatas. Nilai bantuan PKH yang berkisar antara Rp 1-5,5 juta per tahun
(atau rata-rata Rp 3,5 juta per tahun untuk KPM di Kelurahan Sei Bilah) setara dengan sekitar Rp
290.000 per bulan, yang hanya mencakup sekitar 15-20% dari kebutuhan konsumsi minimal rumah
tangga miskin (Kementerian Sosial RI, 2024; Bastagli et al., 2016). Beberapa KPM juga menyampaikan
bahwa bantuan PKH lebih bersifat reactive (merespons kebutuhan konsumsi saat ini) daripada
transformative (mengubah kapasitas ekonomi jangka panjang). KPM-06 menyatakan: "Uang PKH itu
seperti 'tambal sulam' saja, Pak. Ketika dapat, ya senang, bisa beli kebutuhan yang tertunda. Tapi
setelah itu, kehidupan kami ya kembali seperti biasa. Tidak ada perubahan mendasar. Suami saya tetap
jadi buruh harian, saya tetap jualan gorengan keliling, penghasilan kami tidak bertambah." (Wawancara
dengan KPM-06, 21 Januari 2026). Pernyataan ini mencerminkan keterbatasan inherent dari program
cash transfer dalam mengubah kondisi struktural kemiskinan tanpa disertai dengan intervensi
complementary yang meningkatkan produktivitas dan akses terhadap peluang ekonomi (Handa et al.,
2018; Hanlon et al., 2010). Sebagian besar KPM di Kelurahan Sei Bilah bekerja di sektor informal dengan
pendapatan yang tidak stabil dan tidak ada jenjang karir, sehingga bantuan PKH hanya berfungsi sebagai
income supplement namun tidak mengubah struktur mata pencaharian mereka.

Pola Pemanfaatan Bantuan PKH

Pola pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: (1)
konsumsi kebutuhan dasar sehari-hari; (2) biaya pendidikan anak; dan (3) investasi produktif atau
tabungan. Mayoritas KPM (6 dari 8 informan) menyatakan bahwa bantuan PKH hampir seluruhnya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti beras, lauk-pauk, gula, minyak goreng,
dan kebutuhan harian lainnya. KPM-02 yang menerima komponen pendidikan dan kesehatan (sedang
hamil saat wawancara dilakukan) menjelaskan: "Uang PKH saya terima sekitar Rp 3,7 juta per tahun,
dibagi empat kali pencairan jadi sekitar Rp 925.000 per tiga bulan. Uang ini langsung habis untuk beli
kebutuhan sehari-hari yang tertunda. Kadang saya sisihkan sedikit untuk beli susu untuk anak-anak atau
vitamin kehamilan, tapi tidak selalu cukup.” (Wawancara dengan KPM-02, 19 Januari 2026). Hanya 2 dari
8 KPM yang menyatakan bahwa mereka mengalokasikan sebagian bantuan PKH untuk investasi
produktif, meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. KPM-05 yang memiliki usaha kecil-kecilan
menjual gorengan menjelaskan: "Dari uang PKH, saya coba sisihkan sekitar Rp 200.000-300.000 untuk
tambah modal jualan gorengan. Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sekolah anak. Tapi ya
tidak selalu bisa menyisihkan, kadang kalau kebutuhan mendesak ya habis semua." (Wawancara dengan
KPM-05, 20 Januari 2026). Temuan tentang pola pemanfaatan bantuan yang didominasi oleh konsumsi
dasar ini konsisten dengan literatur tentang program cash transfer di negara berkembang, yang
menunjukkan bahwa keluarga miskin cenderung menggunakan transfer tunai untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi immediate karena mereka menghadapi severe liquidity constraint (Fiszbein & Schady, 2009;
Bastagli et al., 2016). Meskipun secara normatif diharapkan bahwa bantuan sosial akan diinvestasikan
pada human capital atau usaha produktif, dalam realitas keluarga dengan pendapatan di bawah garis
kemiskinan harus memprioritaskan kebutuhan survival jangka pendek. Yang menarik, beberapa KPM
menyampaikan bahwa mereka merasakan tekanan untuk menggunakan bantuan PKH sesuai dengan
"harapan" pendamping atau pemerintah, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan, meskipun kebutuhan
konsumsi dasar mereka belum terpenuhi. KPM-08 menyatakan: "Bu Pendamping sering mengingatkan
kami untuk menggunakan uang PKH untuk keperluan anak sekolah. Tapi gimana ya, Pak, kalau dapur
tidak ngepul, anak-anak juga tidak bisa belajar. Jadi ya kami tetap pakai dulu untuk beli beras dan lauk.
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Tapi kami tidak bilang ke Bu Pendamping, nanti dikira kami tidak patuh." (Wawancara dengan KPM-08,
22 Januari 2026). Pernyataan ini mengungkapkan adanya gap antara ekspektasi pembuat kebijakan
tentang perilaku penerima bantuan dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh keluarga miskin. Asumsi
bahwa bantuan tunai akan automatically mendorong investasi pada human capital mengabaikan fakta
bahwa keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki privilege untuk membuat pilihan
intertemporal, mereka harus bertahan hidup hari ini sebelum bisa merencanakan masa depan (Sen,
1999; Barrett & Carter, 2013).

Persepsi tentang Kondisionalitas PKH

Kondisionalitas merupakan elemen kunci yang membedakan PKH dari program bantuan
unconditional. Namun, pemahaman dan persepsi KPM tentang kondisionalitas sangat bervariasi. Dari 8
KPM yang diwawancarai, 5 KPM memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kewajiban yang harus
mereka penuhi, sementara 3 KPM memiliki pemahaman yang parsial atau bahkan keliru tentang
kondisionalitas. KPM-01 yang telah lama menerima PKH dan aktif menghadiri pertemuan kelompok
menjelaskan: "Saya tahu bahwa untuk tetap dapat PKH, anak-anak harus sekolah teratur minimal 85%
kehadiran, tidak boleh banyak bolos. Kalau ada anak balita harus dibawa ke Posyandu setiap bulan
untuk ditimbang dan dapat vitamin. Kalau ibu hamil harus periksa kehamilan minimal 4 kali. Ini semua
sudah dijelaskan oleh Bu Pendamping." (Wawancara dengan KPM-01, 19 Januari 2026). Namun, KPM-
04 yang kurang aktif dalam pertemuan memiliki pemahaman yang lebih terbatas: "Yang saya tahu, anak-
anak harus sekolah. Tapi berapa persen kehadiran yang harus dipenuhi, saya tidak begitu paham.
Kadang anak saya izin tidak masuk sekolah karena sakit atau ada keperluan keluarga, saya khawatir
nanti bantuan dipotong atau dihentikan. Tapi Bu Pendamping bilang tidak apa-apa kalau ada alasan yang
jelas." (Wawancara dengan KPM-04, 21 Januari 2026). Ketidakjelasan atau ketidakpahaman tentang
kondisionalitas dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian bagi KPM, yang pada gilirannya dapat
mengurangi efektivitas program dalam mengubah perilaku (Fiszbein & Schady, 2009; Baird et al., 2013).
Studi oleh Cahyadi et al. (2020) menemukan bahwa clarity of conditionalities merupakan faktor penting
dalam menentukan tingkat kepatuhan dan dampak program CCT. Terkait dengan persepsi tentang
kewajaran kondisionalitas, mayoritas KPM (7 dari 8) menyatakan bahwa mereka memahami alasan di
balik kondisionalitas dan menganggapnya wajar sebagai imbalan atas bantuan yang diterima. KPM-07
menyatakan: "Menurut saya wajar saja kalau dapat bantuan harus ada syaratnya. Pemerintah mau
membantu kami dengan harapan agar anak-anak kami sekolah dan sehat. Ini kan untuk kebaikan kami
juga, bukan untuk menyusahkan. Jadi saya usahakan agar bisa memenuhi syarat-syaratnya."
(Wawancara dengan KPM-07, 22 Januari 2026). Namun, beberapa KPM juga menyampaikan bahwa
pemenuhan kondisionalitas terkadang menimbulkan beban tambahan, terutama ketika mereka harus
mengorbankan pekerjaan atau mengeluarkan biaya transportasi untuk memenuhi kewajiban. KPM-03
menjelaskan: "Untuk bawa anak ke Posyandu atau antar anak ke sekolah yang jauh, kadang saya harus
meninggalkan jualan. Itu artinya saya kehilangan pendapatan hari itu. Jadi ada trade-off. Tapi ya kami
usahakan karena takut kalau PKH dihentikan.” (Wawancara dengan KPM-03, 20 Januari 2026). Temuan
ini sejalan dengan literatur tentang opportunity cost of compliance dengan kondisionalitas program CCT
(Schultz, 2004; Attanasio et al., 2015). Bagi keluarga miskin yang hidup dari pekerjaan harian, waktu
yang digunakan untuk memenuhi kondisionalitas program berarti hilangnya pendapatan hari itu. Jika nilai
bantuan yang diterima tidak cukup mengkompensasi opportunity cost tersebut, maka kondisionalitas
dapat justru memiskinkan alih-alih memberdayakan.

Persepsi tentang Perubahan Kondisi Hidup

Ketika ditanya apakah mereka merasakan perubahan signifikan dalam kondisi hidup sejak
menerima PKH, jawaban KPM sangat bervariasi. KPM-02 yang baru 5 tahun menerima PKH menyatakan
perubahan yang cukup positif: "Sejak dapat PKH, kami merasa sedikit lebih aman secara ekonomi.
Setidaknya ada bantuan yang bisa diandalkan setiap tiga bulan. Anak-anak juga lebih rajin sekolah
karena kami bisa belikan perlengkapan sekolah. Meskipun kami tetap miskin, tapi PKH ini seperti
penyelamat di saat-saat sulit." (Wawancara dengan KPM-02, 19 Januari 2026). Sebaliknya, KPM-06
yang sudah 9 tahun menerima PKH memberikan perspektif yang lebih skeptis: "Kalau ditanya apakah
ada perubahan besar, jujur saya bilang tidak. Kami masih tinggal di rumah yang sama, kondisinya juga
sama, bahkan mungkin lebih rusak. Suami saya masih buruh harian, penghasilannya tidak naik. Anak-
anak memang sekolah, tapi setelah lulus SMP atau SMA, mereka juga jadi buruh seperti bapaknya
karena tidak ada pekerjaan lain. Jadi siklus kemiskinan itu ya masih berputar." (Wawancara dengan
KPM-06, 21 Januari 2026). Pernyataan KPM-06 ini sangat penting karena mengungkapkan fenomena
kemiskinan kronis (chronic poverty) dan kemiskinan antar-generasi (intergenerational poverty) yang tidak
dapat diatasi hanya melalui bantuan tunai semata tanpa disertai dengan intervensi struktural yang
menciptakan peluang ekonomi bagi generasi muda (Barrett & Carter, 2013; Dartanto et al., 2021).
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Meskipun anak-anak dari keluarga penerima PKH bersekolah lebih lama dibandingkan generasi
sebelumnya, jika tidak ada lapangan pekerjaan formal yang tersedia di wilayah mereka, maka mereka
akan tetap terjebak dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah seperti orang tua mereka.
KPM-08 yang memiliki anak dengan disabilitas menyampaikan bahwa PKH memang membantu, hamun
tidak cukup untuk kebutuhan khusus anaknya: "Anak saya yang disabilitas butuh terapi rutin, tapi
fasilitasnya tidak ada di sini. Kalau mau terapi harus ke Medan, biayanya mahal. Uang PKH tidak cukup
untuk itu. Jadi ya kami hanya bisa pasrah, anak saya tidak dapat terapi yang seharusnya dia dapat."
(Wawancara dengan KPM-08, 22 Februari 2026). Kasus ini menunjukkan bahwa PKH dengan desain
yang one-size-fits-all tidak dapat mengakomodasi kebutuhan khusus dari kelompok rentan tertentu
seperti penyandang disabilitas yang memerlukan intervensi yang lebih intensif dan costly (Alkire & Foster,
2011; Barrientos, 2013).

Strategi dan Efektivitas Pendampingan PKH

Peran pendamping PKH sebagai street-level bureaucrats sangat krusial dalam menentukan
efektivitas implementasi program di tingkat grassroots (Lipsky, 1980; 2010). Bagian ini menyajikan
temuan tentang strategi pendampingan, penggunaan discretion, dan tantangan yang dihadapi oleh
pendamping PKH di Kelurahan Sei Bilah.

Strategi Pendampingan dan Pembinaan KPM

Pendamping PKH di Kelurahan Sei Bilah menggunakan berbagai strategi untuk membina dan
memotivasi KPM agar patuh terhadap kondisionalitas program dan memanfaatkan bantuan secara
optimal. Strategi utama yang diidentifikasi adalah: (1) pertemuan kelompok bulanan; (2) home visit atau
kunjungan rumabh; (3) konseling individual; dan (4) koordinasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat
RT/RW. PDPG-01 menjelaskan tentang pertemuan kelompok yang diselenggarakan setiap bulan: "Kami
mengadakan pertemuan kelompok rutin setiap bulan, biasanya di balai kelurahan atau di rumah salah
satu KPM yang bersedia. Dalam pertemuan ini kami memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan
dan kesehatan anak, berbagi informasi tentang jadwal pencairan, dan mendengarkan keluhan atau
masalah yang dihadapi KPM. Ini juga menjadi forum bagi KPM untuk saling berbagi pengalaman.”
(Wawancara dengan PDPG-01, 15 Januari 2026). Namun, tingkat partisipasi KPM dalam pertemuan
kelompok sangat bervariasi. PDPG-02 mengidentifikasi bahwa hanya sekitar 60-70% KPM yang aktif
menghadiri pertemuan kelompok, sementara sisanya jarang hadir atau tidak pernah hadir sama sekali:
"Ada KPM yang sangat aktif, selalu datang ke pertemuan, bahkan membantu kami menyampaikan
informasi ke KPM lain. Tapi ada juga yang sangat pasif, susah dihubungi, tidak pernah datang ke
pertemuan. Alasannya macam-macam, ada yang bekerja tidak bisa izin, ada yang jauh, ada yang tidak
merasa perlu karena merasa sudah tahu." (Wawancara dengan PDPG-02, 16 Januari 2026). Untuk KPM
yang pasif atau bermasalah, pendamping melakukan strategi home visit atau kunjungan rumah. Namun,
dengan beban kerja yang tinggi (lebih dari 240 KPM per pendamping), home visit tidak dapat dilakukan
secara rutin ke semua KPM, melainkan hanya kepada KPM yang dianggap prioritas. PDPG-01
menjelaskan: "Kami tidak mungkin kunjungi semua KPM setiap bulan. Kami prioritaskan KPM yang
bermasalah, misalnya anak sering bolos sekolah, ibu hamil tidak periksa rutin, atau KPM yang tidak
pernah datang ke pertemuan kelompok. Untuk KPM yang kami nilai sudah patuh dan mandiri, kami
hanya monitoring dari data saja." (Wawancara dengan PDPG-01, 15 Januari 2026). Praktik kategorisasi
dan priorit isasi KPM ini merupakan salah satu coping mechanism yang umum dilakukan oleh street-level
bureaucrats dalam menghadapi beban kerja yang tidak proporsional dengan sumber daya yang tersedia
(Lipsky, 1980; 2010; Tummers & Bekkers, 2014). Meskipun secara normatif semua KPM seharusnya
mendapatkan pendampingan yang setara, dalam praktiknya pendamping harus membuat keputusan
tentang alokasi waktu dan energi mereka berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.
Penggunaan Discretion oleh Pendamping PKH

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penggunaan discretion yang signifikan oleh
pendamping PKH dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan program. Discretion ini muncul
dalam berbagai situasi, terutama ketika aturan formal bertentangan dengan kondisi faktual di lapangan
atau ketika penerapan aturan secara rigid akan merugikan KPM. PDPG-02 memberikan contoh situasi di
mana dia menggunakan discretion terkait dengan kehadiran anak di sekolah: "Pedoman PKH
menyebutkan bahwa anak harus hadir minimal 85% dari hari efektif sekolah. Tapi bagaimana kalau
anaknya sakit dalam waktu lama? Atau ada kejadian keluarga yang memaksa anak tidak bisa sekolah
beberapa hari? Kalau kami terapkan aturan secara kaku, bantuan mereka akan dipotong atau bahkan
dihentikan. Padahal mereka tidak bermaksud melanggar, ada kondisi di luar kontrol mereka. Jadi kami
menggunakan judgment kami: kalau alasannya reasonable dan ada buktinya, kami tidak hitung sebagai
pelanggaran.” (Wawancara dengan PDPG-02, 16 Januari 2026). PDPG-01 juga memberikan contoh
penggunaan discretion terkait dengan kondisionalitas kesehatan: "Ada ibu hamil yang karena kondisi
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ekonomi sangat sulit, dia bekerja keras sampai tidak sempat periksa kehamilan secara rutin. Seharusnya
dia periksa minimal 4 kali selama kehamilan. Tapi dia cuma periksa 2 kali. Kalau kami laporkan sesuai
aturan, dia bisa kena sanksi. Tapi kami mempertimbangkan kondisi dia, kami tidak laporkan sebagai tidak
patuh. Kami justru bantu dia dengan memberikan konseling dan mengusahakan agar dia bisa periksa ke
Posyandu yang lebih dekat." (Wawancara dengan PDPG-01, 15 Januari 2026). Penggunaan discretion
ini mencerminkan apa yang oleh Lipsky (2010) dan Maynard-Moody & Musheno (2003) dijelaskan
sebagai policy making at the street level, di mana implementor kebijakan tidak sekadar menjalankan
aturan secara mekanis, melainkan menginterpretasikan dan menyesuaikan aturan dengan konteks
spesifik yang mereka hadapi. Discretion ini dapat berfungsi positif ketika digunakan untuk melindungi
kepentingan KPM dan memastikan bahwa tujuan program tercapai meskipun prosedur formal tidak dapat
diikuti sepenuhnya. Namun, discretion juga dapat menimbulkan masalah ketika tidak ada standar yang
jelas tentang kapan dan bagaimana discretion dapat digunakan, sehingga dapat terjadi inkonsistensi
perlakuan antar-KPM atau bahkan penyalahgunaan kewenangan (Hupe & Hill, 2007).

Tantangan dalam Pendampingan

Pendamping PKH menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Tantangan
utama yang teridentifikasi adalah: (1) beban kerja yang berlebihan; (2) keterbatasan insentif dan fasilitas;
(3) kesulitan mengubah mindset KPM; dan (4) keterbatasan kewenangan dalam mengatasi masalah
struktural. Terkait beban kerja, PDPG-02 menjelaskan: "Tugas kami sangat banyak. Kami harus entry
data ke aplikasi e-PKH setiap bulan, melakukan verifikasi kondisionalitas, mengadakan pertemuan
kelompok, home visit, koordinasi dengan sekolah dan Posyandu, membuat laporan bulanan dan tahunan,
menghadiri rapat di Dinsos, dan masih banyak lagi. Dengan jumlah KPM 243-244 orang, rasio kami itu
1:243. Itu sangat berat. Idealnya maksimal 1:200." (Wawancara dengan PDPG-02, 16 Januari 2026)
Terkait insentif, PDPG-01 menyampaikan: "Insentif kami sebagai pendamping PKH itu Rp 1.200.000 per
bulan. Dengan tugas yang seberat ini, jujur saja kami merasa insentif tersebut belum sebanding. Belum
lagi biaya operasional seperti pulsa untuk komunikasi dengan KPM, bensin untuk kunjungan, itu semua
dari kantong sendiri. Tidak ada tunjangan operasional khusus." (Wawancara dengan PDPG-01, 15
Januari 2026). Keterbatasan insentif dan fasilitas ini dapat mengurangi motivasi dan komitmen
pendamping dalam menjalankan tugas mereka secara optimal (Edwards Ill, 1980). Meskipun
pendamping PKH yang diwawancarai menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan mereka,
sustainability komitmen ini dapat menjadi pertanyaan ketika beban kerja terus meningkat tanpa diimbangi
dengan peningkatan insentif atau pengurangan beban kerja melalui penambahan jumlah pendamping.
Tantangan lain yang dihadapi adalah kesulitan mengubah mindset atau perilaku KPM, terutama terkait
dengan orientasi jangka panjang. PDPG-02 menjelaskan: "Kami sering menjelaskan kepada KPM bahwa
tujuan PKH bukan hanya memberikan uang, tapi untuk memotivasi mereka agar mengubah kehidupan
mereka, terutama melalui pendidikan anak-anak. Tapi mindset mereka itu sudah terbentuk lama. Mereka
berpikir jangka pendek: hari ini dapat uang, besok beli makan. Susah untuk mengubah mereka agar
berpikir jangka panjang: investasi di pendidikan anak akan mengubah nasib keluarga di masa depan."
(Wawancara dengan PDPG-02, 16 Januari 2026). Pernyataan ini mencerminkan ketegangan antara
asumsi pembuat kebijakan tentang preferensi intertemporal (intertemporal preferences) dengan realitas
yang dihadapi oleh keluarga miskin (Duflo et al., 2007). Teori ekonomi behavioral menunjukkan bahwa
individu dengan pendapatan sangat rendah cenderung memiliki discount rate yang sangat tinggi, artinya
mereka sangat menghargai konsumsi saat ini dibandingkan konsumsi masa depan, bukan karena
mereka irasional, melainkan karena mereka hidup dalam kondisi survival di mana kebutuhan hari ini lebih
urgent daripada investasi untuk masa depan yang tidak pasti (Banerjee & Duflo, 2009). Yang paling
fundamental, pendamping PKH menghadapi keterbatasan kewenangan dalam mengatasi masalah
struktural yang menjadi akar kemiskinan di tingkat lokal. PDPG-01 menjelaskan: "Kami sering frustrasi
karena melihat masalah yang sebenarnya bukan di KPM-nya, tapi di sistemnya. Misalnya tidak ada
lapangan kerja formal, infrastruktur jalan rusak, sekolah jauh, fasilitas kesehatan minim. Ini semua di luar
kewenangan kami. Kami tidak bisa memperbaiki jalan, tidak bisa membangun sekolah, tidak bisa
menciptakan lapangan kerja. Yang bisa kami lakukan hanya mendampingi dan memotivasi KPM dalam
keterbatasan yang ada." (Wawancara dengan PDPG-01, 15 Januari 2026). Pernyataan ini
mengkonfirmasi argumen Molyneaux et al. (2021) bahwa efektivitas program bantuan sosial tidak hanya
ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat grassroots, melainkan juga oleh kondisi struktural yang
berada di luar kontrol implementor program. Pendamping PKH, meskipun memiliki posisi yang sangat
strategis sebagai penghubung antara program dengan penerima manfaat, tidak memiliki kewenangan
untuk mengubah kondisi struktural yang menjadi penyebab fundamental kemiskinan.

Pembahasan
Implementasi Kebijakan dan Teori Birokrasi Tingkat Operasional
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Investigasi pelaksanaan program mengonfirmasi teori birokrasi operasional dimana pendamping
menghadapi kondisi khas: beban kerja tidak proporsional (rasio 1:243-244 melampaui standar),
kompensasi terbatas (Rp 1,2 juta tanpa tunjangan operasional), tujuan program kadang ambigu, dan
tuntutan klien yang beragam (Lipsky, 1980; 2010). Menghadapi keterbatasan ini, pendamping
mengembangkan strategi adaptasi: mengategorikan penerima berdasarkan tingkat kepatuhan,
menyederhanakan prosedur melalui kunjungan selektif, dan menggunakan pertimbangan diskresioner
substansial dalam penerapan aturan (Maynard-Moody & Musheno, 2003). Diskresi berfungsi positif ketika
melindungi penerima yang menghadapi kondisi di luar kendali mereka, namun tanpa pedoman eksplisit
menimbulkan potensi inkonsistensi dan kesewenangan (Hupe & Hill, 2007). Temuan mengonfirmasi
kerangka Edwards Il (1980): defisit komunikasi terlihat dari pemahaman penerima yang tidak konsisten
tentang persyaratan; keterbatasan sumber daya termanifestasi dalam beban kerja berlebihan dan insentif
tidak memadai; disposisi umumnya positif namun keberlanjutannya dipertanyakan; struktur birokrasi
melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan sistem insentif berbeda menciptakan tantangan
koordinasi signifikan.

Investasi Modal Manusia dan Limitasi Transformasi

Teori modal manusia mengasumsikan transfer tunai ditambah persyaratan mendorong investasi
pendidikan-kesehatan yang meningkatkan produktivitas generasi mendatang, memutus siklus kemiskinan
antargenerasi (Becker, 1964; Schultz, 1961). Namun, mekanisme ini tidak berfungsi otomatis di lokasi
penelitian karena tiga faktor kritis. Pertama, besaran transfer (Rp 3,5 juta tahunan) tidak memadai
mengompensasi biaya peluang kepatuhan khususnya rumah tangga dengan deprivasi pendapatan
ekstrem yang bergantung pada tenaga kerja anak atau waktu kerja ibu (Schultz, 2004; Attanasio et al.,
2015). Kedua, kualitas layanan tersedia sangat terbatas: ketiadaan sekolah menengah atas, fasilitas
kesehatan minimal, deteriorasi infrastruktur menyebabkan persyaratan menjadi beban tambahan alih-alih
jalur peningkatan modal manusia (Molyneaux et al., 2021). Ketiga, meskipun pencapaian pendidikan
meningkat, struktur pasar kerja didominasi sektor informal tidak mampu menyerap tenaga terdidik,
menciptakan ketidakcocokan pendidikan-pekerjaan (Cahyadi et al., 2020; Dartanto et al., 2021). Program
mandiri tidak mencukupi memutus kemiskinan antargenerasi tanpa intervensi komplementer:
peningkatan kualitas layanan, pengembangan ekonomi lokal menciptakan pekerjaan formal, pelatihan
keterampilan selaras permintaan pasar, dan perbaikan infrastruktur (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004;
Barrientos, 2013).

Pendekatan Multidimensional dan Persistensi Deprivasi

Stagnasi kemiskinan (12,8-12,9% sejak 2021) meskipun program intensif dijelaskan melalui lensa
kemiskinan multidimensional (Alkire & Foster, 2011; Sen, 1999). Program meningkatkan
pendapatan/konsumsi jangka pendek, namun tidak memperbaiki dimensi lain secara signifikan: akses
layanan dasar terkendala keterbatasan infrastruktur; kerentanan guncangan ekonomi persisten karena
pekerjaan sektor informal; agensi/pemberdayaan tidak meningkat karena penerima memosisikan diri
sebagai penerima pasif alih-alih agen perubahan aktif. Berbagai deprivasi saling memperkuat,
menciptakan jebakan kemiskinan yang tidak dapat diputus semata melalui transfer pendapatan (Alkire et
al., 2015; 2017). Temuan mengonfirmasi Sen (1999): kemiskinan harus dipahami dari perspektif
kapabilitas apa yang dapat individu lakukan dan raih (fungsi), bukan sekadar pendapatan yang dimiliki.
Implikasinya: evaluasi efektivitas tidak boleh hanya indikator moneter, melainkan pendekatan
multidimensional menangkap perubahan berbagai dimensi kesejahteraan; kebijakan penanggulangan
kemiskinan harus mengintegrasikan intervensi mengatasi berbagai deprivasi secara simultan (Devereux
& Sabates-Wheeler, 2004).

Kesalahan Penetapan Sasaran dan Sistem Data Terpusat

Kesalahan penetapan sasaran (25-30% kesalahan inklusi, plus kesalahan eksklusi) merupakan isu
persisten, konsisten dengan studi eksperimental menunjukkan berbagai metode penetapan sasaran
Indonesia memiliki tingkat kesalahan tinggi (Alatas et al., 2012; 2016). Akar masalah: data tidak mutakhir
dan mekanisme pemutakhiran lambat tidak mampu mengikuti dinamika ekonomi rumah tangga yang
cepat. Mekanisme tersentralisasi penentuan kelayakan oleh formula seragam nasional tidak dapat
menangkap spesifikasi kemiskinan lokal (Coady et al., 2004). Pemerintah lokal memiliki pengetahuan
lebih akurat melalui kedekatan geografis-sosial, namun sistem tersentralisasi menyediakan ruang tidak
memadai mengintegrasikan pengetahuan lokal. Fenomena mencerminkan ketegangan antara kebutuhan
standardisasi/akuntabilitas (mendorong sentralisasi) versus responsivitas/adaptasi lokal (mendorong
desentralisasi) dalam desain bantuan sosial (Alatas et al., 2012). Diperlukan: reformasi sistem penetapan
sasaran memberikan ruang lebih besar verifikasi/validasi lokal, plus mekanisme pemutakhiran data lebih
responsif.
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Kecukupan Bantuan dan Strategi Ekspansi-Intensifikasi

Data menunjukkan strategi ekspansi agresif (KPM +108,1%) disertai peningkatan bantuan
(+85,2%), namun kemiskinan hanya turun 1,4 poin persentase dan stagnan sejak 2021, mengindikasikan
ekspansi tanpa kecukupan bantuan tidak efektif (Bastagli et al., 2016). Literatur menunjukkan ukuran
transfer 15-20% konsumsi dasar cenderung memiliki dampak lebih signifikan versus <10% (Fiszbein &
Schady, 2009). Lokasi penelitian: ukuran transfer teoretis memadai (15-20%), namun
mempertimbangkan mayoritas digunakan konsumsi dasar plus biaya transaksi (transportasi, biaya
peluang), manfaat bersih menjadi lebih kecil. Argumen: pendekatan seimbang diperlukan—kemiskinan
ekstrem dengan berbagai deprivasi memerlukan strategi intensifikasi (jumlah bantuan memadai);
kemiskinan moderat dengan deprivasi terbatas dapat memperoleh manfaat dari strategi ekspansi dengan
transfer moderat. Penetapan sasaran granular dan ukuran transfer terdiferensiasi berdasarkan tingkat
keparahan kemiskinan berpotensi lebih efektif versus pendekatan seragam (Handa et al., 2018).

Konteks Lokal dan Jebakan Kemiskinan Struktural

Karakteristik spesifik lokasi sebagai hambatan struktural: dominasi sektor informal (pendapatan
tidak stabil, tanpa jenjang karir), keterbatasan infrastruktur (jalan, transportasi, layanan dasar), ketiadaan
sektor ekonomi modern (tidak mampu menyerap tenaga terdidik), tingkat pendidikan komunitas rendah
(Barrett & Carter, 2013; Azariadis & Stachurski, 2005). Kondisi menciptakan jebakan kemiskinan: tingkat
rumah tangga pendapatan rendah mencegah investasi modal manusia/aset produktif, melestarikan
produktivitas-pendapatan rendah; tingkat komunitas rata-rata pendapatan rendah menyebabkan
permintaan lokal lemah, menghambat perkembangan sektor ekonomi modern, membatasi peluang
pekerjaan berupah tinggi. Keluar dari jebakan kemiskinan memerlukan dorongan besar intervensi
multidimensional cukup besar mendorong ekonomi lokal dari ekuilibrium rendah menuju ekuilibrium tinggi
(Molyneaux et al., 2021; Sumarto & Bazzi, 2011). Program sebagai transfer tunai moderat tidak memiliki
besaran untuk dorongan besar. Diperlukan intervensi komplementer: investasi infrastruktur (jalan,
transportasi, listrik, internet) menghubungkan wilayah dengan pusat ekonomi; pengembangan sektor
ekonomi produktif melalui promosi investasi; pelatihan keterampilan selaras permintaan pasar kerja;
peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesehatan.

Dinamika Sosial dan Stigmatisasi

Dimensi sosial-kultural sering diabaikan dalam evaluasi: stigma sosial terhadap penerima
mengurangi harga diri/martabat dan berpotensi menghambat partisipasi aktif kegiatan komunitas karena
takut dikucilkan (Hanlon et al., 2010). Jangka panjang, stigma dapat memperkuat eksklusi social salah
satu dimensi kemiskinan multidimensional (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011). Yang dipersepsikan
sebagai "ketergantungan" sebenarnya respons rasional terhadap kondisi struktural membatasi peluang
ekonomi—bukan manifestasi "budaya ketergantungan” (Hanlon et al., 2010; Barrientos, 2013). Implikasi:
program efektif tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, juga memberdayakan penerima dan
memperkuat inklusi sosial melalui: komunikasi publik positif memosisikan bantuan sebagai hak sosial
bukan amal; keterlibatan penerima dalam proses perencanaan-evaluasi; mengintegrasikan bantuan
dengan program pemberdayaan ekonomi menyediakan jalur keluar dari kemiskinan.

Sintesis: Faktor-Faktor Ketidakefektifan

Lima faktor utama menjelaskan ketidakefektifan program: (1) Kesalahan penetapan sasaran
signifikan (25-30% kesalahan inklusi) karena sistem DTKS tersentralisasi dan mekanisme pemutakhiran
lambat tidak mampu menangkap dinamika ekonomi rumah tangga (Alatas et al., 2012; 2016; Coady et
al.,, 2004); (2) Ketidakcukupan bantuan transfer teoretis memadai (15-20% konsumsi dasar) namun
praktiknya tidak mencukupi mengubah perilaku ekonomi rumah tangga secara fundamental, dengan
mayoritas digunakan konsumsi dasar, tidak memadai mengompensasi biaya peluang (Bastagli et al.,
2016; Fiszbein & Schady, 2009); (3) Keterbatasan sisi penawaran persyaratan dirancang
mengasumsikan layanan berkualitas tersedia, namun infrastruktur sangat terbatas, menjadikan
persyaratan beban tambahan alih-alih pendorong investasi transformatif (Molyneaux et al., 2021; Cahyadi
et al., 2020); (4) Jebakan kemiskinan structural meskipun akses pendidikan meningkat, ekonomi lokal
didominasi sektor informal tidak dapat menyerap tenaga terdidik, menciptakan pendidikan tidak otomatis
menghasilkan peningkatan pendapatan tanpa pekerjaan sisi permintaan (Barrett & Carter, 2013; Dartanto
et al., 2021); (5) Keterbatasan kapasitas implementasi akar rumput pendamping menghadapi beban kerja
tidak proporsional, insentif tidak memadai, keterbatasan kewenangan mengatasi masalah struktural,
meskipun berbagai strategi penanganan termasuk diskresi (Lipsky, 1980; 2010; Edwards Ill, 1980).
Kelima faktor saling memperkuat, menciptakan situasi dimana program berfungsi lebih sebagai jaring
pengaman mencegah pemiskinan lebih lanjut alih-alih batu loncatan mendorong mobilitas ekonomi ke
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atas. Meningkatkan efektivitas memerlukan reformasi program mengatasi semua faktor secara simultan,
bukan pendekatan tambal sulam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Sei Bilah belum berjalan optimal akibat berbagai hambatan struktural, seperti kesalahan pendataan
penerima, akses geografis yang sulit, beban kerja pendamping yang tinggi, koordinasi antar-lembaga
yang lemah, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya kewenangan pendamping dalam mengatasi akar
kemiskinan. Meskipun PKH membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin sebagai jaring
pengaman sosial, mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menilai program ini belum mampu
mengubah kondisi ekonomi keluarga secara mendasar. Bantuan lebih banyak digunakan untuk konsumsi
sehari-hari dibanding investasi produktif. Pendamping PKH menerapkan strategi berupa pertemuan
kelompok, home visit, konseling, dan koordinasi dengan tokoh masyarakat. Pendampingan cukup efektif
meningkatkan kepatuhan pendidikan dan kesehatan, namun belum berhasil mendorong kemandirian
ekonomi KPM karena keterbatasan sumber daya dan tidak adanya program pendukung ekonomi
produktif.

Saran

1. Pemerintah kelurahan perlu memperkuat koordinasi pelaksanaan PKH dengan memfasilitasi
pertemuan rutin antara pendamping PKH, petugas kesehatan, dan guru sekolah untuk memantau
perkembangan KPM serta menyelesaikan kendala pemenuhan kondisionalitas. Selain itu, kelurahan
perlu menyediakan sekretariat bersama bagi pendamping PKH guna memudahkan koordinasi dan
akses KPM. Pemerintah kelurahan juga disarankan memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan
dan pendidik yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan implementasi PKH.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar-lembaga menghambat verifikasi
kewajiban PKH. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Tim Koordinasi PKH yang
melibatkan dinas terkait dan melakukan rapat evaluasi secara berkala. Selain itu, perlu dikembangkan
sistem data terintegrasi antara PKH, layanan kesehatan, dan pendidikan agar verifikasi
kondisionalitas lebih cepat dan akurat. Pemerintah daerah juga disarankan memberikan apresiasi
kepada tenaga kesehatan dan guru yang mendukung pelaksanaan PKH guna meningkatkan motivasi
dan kerja sama lintas sektor.

3. Pemerintah kelurahan dapat mendukung kemandirian ekonomi KPM dengan mengadakan pelatihan
keterampilan berbasis potensi lokal, memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama agar KPM
lebih kuat dalam berusaha, serta menyediakan pasar atau bazaar lokal sebagai tempat penjualan
produk tanpa biaya sewa yang tinggi.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan PKH efektif meningkatkan kepatuhan, namun
belum optimal dalam mendorong kemandirian. Oleh karena itu, pendamping PKH perlu menerapkan
pendekatan partisipatif dengan melibatkan KPM dalam merumuskan solusi, mendorong pembelajaran
dan dukungan antar-KPM melalui pertemuan kelompok, serta menggunakan pendekatan berbasis
aset yang menekankan potensi dan kekuatan KPM, bukan hanya keterbatasannya.
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